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ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat
Volatil yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225);
PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 268, TLN No0.6584); Perpres No. 158 Tahun
2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024
No.1063).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meliputi royalti penjualan produk hasil
rekayasa peralatan operasional utama meteorologi, klimatologi, dan geofisika dan
layanan modifikasi cuaca.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. ketentuan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berasal dari jasa teknologi modifikasi cuaca sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022; dan

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.02/2021,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2025 dan diundangkan pada
tanggal 20 Maret 2025.

Lampiran hal 6-12.



